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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah sebagai suatu benda yang keberadaannya merupakan kebutuhan 
hidup manusia yang sangat mendasar. Hal ini dapat dilihat hampir semua 
aktivitas manusia berhubungan dengan tanah, misalnya mendirikan rumah 
sebagai tempat berlindung, baik secara individu maupun berkelompok 
(keluarga). Selain itu tanah juga sebagai sumber mata pencaharian bagi para 
petani, mendirikan gedung-gedung, perkantoran, sekolah, pusat perbelanjaan, 
rumah sakit dan lain sebagainya yang lebih memberi arti penting keberadan 
tanah. Seiring dengan pertambahan manusia yang semakin padat dan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pertumbuhan perekonomian 
yang begitu pesat, menjadikan tanah seakan-akan menjadi semakin sempit, 
sehingga dilakukan berbagai upaya untuk menguasai tanah dan 
mempertahankannya dari pihak lain. 
 Di Indonesia, tanah merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh 
negara, sehingga dibidang pertanahan terus menerus ditingkatkan pengaturan 
dan penataannya. Hak menguasai oleh negara ini dibuktikan melalui adanya 
campur tangan negara dalam pengaturan dibidang pertanahan guna mencapai 
kesejahteraan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum dalam 
amanat konstitusional  Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang biasa disingkat dengan UUD 
1945, menyebutkan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”. Berdasarkan hak menguasai negara maka disusunlah 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 
atau Undang-Undang Pokok Agraria  yang selanjutnya disingkat UUPA. Untuk 
lebih jelas sebutan tanah dipakai dalam arti Yuridis telah diberi batasan 
sebagaimana yang diatur dalam UUPA. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA 
bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-
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macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang.”, berarti bahwa yang dimaksud dengan 
tanah adalah permukaan bumi. Sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian 
tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran 
panjang dan lebar.
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Atas macam-macam hak atas permukaan bumi yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, negara juga menjamin untuk 
memberikan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak atas tanah yang 
dipegang tersebut. Dalam hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 19 ayat 
(1) UUPA yang menyebutkan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh 
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan ini  ditujukan 
kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh 
wilayah Indonesia. Adapun pengertian pendaftaran tanah, dalam Pasal 1 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyebutkan bahwa: 
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah 
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 
Dari apa yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Negara 
selaku penguasa tanah berusaha semaksimal mungkin memberikan jaminan 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang tidak 
terpisahkan dari permasalahan hak-hak atas tanah yang dapat di miliki, 
diperoleh dan dipunyai oleh sesorang, dan proses peraliah hak atas tanah dari 
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satu pihak kepihak lain. Peralihan hak-hak yang dimaksud antara lain 
sebagaimana oleh A.P. Parlindungan mengatakan bahwa “peralihan hak-hak 
tanah seluruhnya, dapat terjadi karena penyerahan, pewarisan, pewarisan-
legaat, penggabungan budel, pencabutan hak, dan lelang”. Penyerahan ini 
dapat berwujud jual beli, hibah, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan 
hak, perjanjian pemindahan hak dan pewakafan. Dari proses peralihan hak-hak 
atas tanah terdapat hak negara untuk memungut pajak tanah, yang hasilnya 
dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum, serta merupakan salah satu 
sumber penting dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau Daerah  
selain Minyak Bumi dan Gas.
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Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang sifatnya memaksa dan 
nantinya akan diperuntukkan untuk pembangunan negara dan pengeluaran-
pengeluaran negara. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan 
tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3
 Dari 
pengertian ini dapat diketahui bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh 
negara selain bertujuan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran negara, 
juga terdapat beberapa fungsi dari dilakukannya pemungutan pajak oleh negara 
yaitu: Pertama, Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) artinya pajak 
merupakan salah satusumber penerimaan pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan 
negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun 
intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai 
jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. 
Kedua, Fungsi Regulerend (mengatur) artinya pajak sebagai alat untuk 
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mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 
ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
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Ada beberapa asas pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum 
dalam pendaftaran tanah oleh pemerintah, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 
Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa: 
“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 
terjangkau, mutakhir dan terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah 
dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan 
mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para 
pemegang hak atas tanah. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa 
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan 
pendaftaran tanah itu sendiri. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang 
memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 
datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk 
itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan 
yang terjadi di kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data 
pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data 
yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di 
lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang 
benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan pula asas terbuka.
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Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di 
Indonesia setiap proses perolehan hak atas tanah, baik itu perolehannya karna 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas tanah 
disebut obyek pajak sehingga dibebani 2 (dua) jenis pajak tanah yang harus 
dibayar, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 
disebut BPHTB dan Pajak Penghasilan Tanah yang selanjutnya disebut PPh 
Tanah. 
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 PPh Tanah yang dikenakan untuk peralihan hak atas tanah adalah besifat 
final dan merupakan pajak yang dibebankan kepada penjual, pembayarannya 
harus dilakukan oleh wajib pajak atau/dan subyek pajak sendiri ke Kas Negara 
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), disetorkan melaui Bank 
dan/atau Kantor Pos yang ditunjuk, sebelum akta pengalihan hak atas tanah 
ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya di 
sebut PPAT dan/atau pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dan memiliki 
kewenang untuk itu. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan kepada subyek 
pajak yang memperoleh suatu hak atas hak tanah atau pembeli, yang 
pembayaranya tidak berdasarkan Surat Setoran Pajak  (SSP), akan tetapi timbul 
dengan sendirinya pada saat tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang dan 
disetorkan ke Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKD. Sama 
dengan PPh Tanah, BPHTB pembayarannya juga harus disetor terlebih dahulu 
sebelum akta pengalihan hak atas tanah ditanda tangani dihadapan PPAT 
dan/atau pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dan memiliki kewenang untuk itu. 
PPh Tanah yang bersifat final adalah pajak penghasilan yang dibayar, 
dipotong, atau dipungut atas transaksi atau penghasilan tertentu dengan 
menerapkan tarif tersendiri yang dihitung berdasarkan pada penghasilan 
brutonya, yang pemenuhannya bersifat final.
6 
Namun dalam penerapannya PPh 
Tanah dalam peralihan hak terdapat pengecualian, hal ini pada pasal 6 
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilana Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta 
Perubahannya, dan merupakan pasal yang mempertegas pasal  2 ayat (1) dan 
ayat (3)  yang intinya menyebutkan pengecualian dari kewajiban pembayaran 
atau pemungutan PPh Tanah yaitu: Pertama, “Orang pribadi yang mempunyai 
penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak dan dengan jumlah bruto 
pengalihannya kurang dari  Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Kedua, 
“Orang pribadi yang melakukan pengalihan hak dengan cara hibah kepada 
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keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, 
badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi 
yang menjalankan usaha mikro dan kecil serta Pengaliahan karna waris. 
Ketiga, “orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak dalam 
rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang ditetapkan 
Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, peralihan hak dalam rangka 
melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau 
pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan. Yang 
terakhir, “orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subyek pajak.  
Di luar pengecualian pengenaan PPh Tanah di atas pembebanan biaya-
biaya pajak dalam peralihan hak tidak jarang membuat masyarkat merasa 
keberatan, begitu halnya  pembebanan BPHTB. BPHTB merupakan 
penerimaan negara yang sebagian besar diserahkan pemerintah daerah.
7 
Delegasi kewenangan pemungutan atau discretion BPHTB dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota merupakan amanat Undang-
undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
(KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, 
sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan 
dengan proses peralihan hak yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh 
Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat yaitu pada pada saat ini di kantor 
Badan Keuangan Daerah (BKD). 
Dalam pelaksanaannya PPAT yang menangani peralihan hak khususnya 
proses jual beli timbul ketidak pastian dalam menentukanan besarnya BPHTB 
yang harus dibayar oleh pihak pembeli dan PPh Tanah yang harus dibayar oleh 
penjual. Hal ini di karena proses validasi terdapat beberapa pertimbangan dari 
pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) di dalam penentuan harga tanah yang 
merupakan penentu besarnya tarif BPHTB dan PPh Tanah yang harus dibayar, 
selain itu terdapat beberapa berkas yang juga harus dilampirkan sebagai data 
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pembanding yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), harga Zonanisasi atau lebih 
dikenal dengan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan Nilai Perolehan Objek Pajak 
(NPOP) atau harga transaksi riil. Setelah proses validasi di setujui oleh pihak 
Badan Keuangan Daerah (BKD) ternyata harga tanah sebagai penentu besarnya 
tarif  BPHTB yang disetujui tersebut, terdapat sebagian yang tidak sesuai 
dengan harapan pihak pembeli. Anggapan dari pihak yang berkepentingan 
(pihak penjual dan pembeli) besar pajak tanah peralihan hak yang harus disetor 
masing-masing adalah itu berdasar harga transaksi riil, tetapi pada 
kenyataannya  nilai pajak tanah peralihan hak yang disetujui lebih tinggi dari 
perhitungan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat  
PPAT dan/atau harga transaksi riil atau bahkan ada yang jauh lebih tinggi dari 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun Zona Nilai Tanah (ZNT). 
Dari apa yang dipaparkan di atas, salah satu fakta hukum yang ditemui 
oleh penulis di salah satu kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Sukoharjo adalah 
sebagai berikut: ada transaksi jual beli sebidang tanah antar A dengan  B di 
daerah Tepisan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Dengan luas bidang tanah 
kurang lebih 601 M
2 
(enam ratus satu meter persegi)
 
 Harga transaksi real antar 
A dan B seharga Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), 
Penetapan Zona Nilai Tanah (ZNT) dari badan pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah berkas dimasukan ke 
kantor Badan Keuangan Daerah ( BKD) Kabupaten Sukoharjo, validasi 
ditolak, dan Badan Keuangan Daerah ( BKD) Kabupaten Sukoharjo 
menentukan harga sebidang tanah tersebut dengan harga jauh lebih tinggi yaitu 
dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan 
demikian penentuan besarnya pajak tanah peralihan hak yang jauh lebih tinggi 
dari harapan, menjadi hambatan dalam proses peralihan hak, disinilah asas 
terjangkau dalam proses peralihan hak atas tanah belum terpenuhi. Dari uraian 
di atas maka menjadi urgen untuk dilakukan penelitian tentang legalitas 
penetapan pajak peralihan hak atas tanah dengan mengambil judul 
"PENETAPAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI 
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KABUPATEN SUKOHARJO". Bahwa penulisan ini hanya terbatas pada pajak 
peralihan hak atas tanah akibat atau karna jual beli. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah ada dasar leglitasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo dalam menentukan pajak peralihan hak atas tanah? 
2. Apa dasar rasionalitas harga pembanding dijadikan sebagai dasar penetapan 
surat setoran pajak BPHTB? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karna 
tujuan merupakan pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun tujuan yang 
yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Apakah ada dasar 
legalitasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam 
penetapan pajak peralihan hak atas tanah. 
b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Apa dasar rasionalitas 
harga pembanding dijadikan sebagai dasar penetapan surat setoran pajak 
BPHTB. 
2. Tujuan Subjektif  
a. Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan 
ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan 
legalitas penetapan pajak peralihan hak atas tanah;  
b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan penulis 
mengenai legalitas penetapan pajak peralihan hak atas tanah; 
c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister 
Kenotariatan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret 
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D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 
yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum 
agraria dan hukum pajak terkait legalitas penetapan pajak peralihan hak atas 
tanah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi pemerintah: sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan 
pajak peralihan hak atas tanah dalam pendaftaran peralihan hak; 
b. Bagi masyarakat: untuk memberikan gambaran dan informasi yang tepat 
kepada masyarakat mengenai bidang pajak peralihan hak atas tanah  
dalam pendaftaran peralihan hak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
